BUPATI WAJO ...
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanak?n ketentua.lil_ .huruf d ayat (1) Pasal 65

Mengingat :

dan Pasal 311 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pcrlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendap’:at'am dan Belanja Daerah

Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang'Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; i

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara chubhk Indoneélé Nomor 1822);

' L.l. i I
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
1985 Nomor 68,' Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagalmana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan’(li;’émbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569); %
S L }P
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10.

11.

ndan Un’dmmor 21 Tahun” 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 3688);
1999  tentang

4, Tambahan

Nomor Tahun

Undang-Undang
ara Yang Bersﬂt dan Bebas Dari Korupsi,

Penyelenggaraan Neg
Kolusi dan Nepotisme
Tahun 1999 Nomor 75,
Republik Indonesia Nomor 3851); ° e

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubhf{ Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan' Lembaran’ Negara Republik Indonesia
| F
Nomor 4286); " 4

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);
Al 4
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indones1a Tahun é004 Nomor 66, Tambahan

Bli
Lembaran Negara Repubhk Indoneslla Nomor 4400);

‘\"\' T

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 12004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

i l'

Undang-Undang Nomor 33 Tahun ‘2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RepuBhk Indones1a Nomor 4438);

S /».c"';

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Talmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); 1
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

ALAGAN A& =TT

Daerah (Lembaran Negara Repubiis

244, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia

Nomor .
ah terakhir

Nomor 5877); sebagalmana telah beberapa kali diub

dengan Undang- -Undang Nomon 9 \Tahun 2015 tentang
. Nomor 23 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Undang—Undang
a Republik

emerintahan’ Daerah (Lembaran Negar

tentang P
baran Negara

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lem
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah 'Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Pényelenggaraan Pemerintah
Daerah ( Lembaran Neégara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan'Lembaran' Negara Republik Indonesia

X N

Nomor 4090); ! : ﬂ““f““.

Peraturan PemerintaH Nombor ." 2:&'}'\ Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan L?}yanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm ‘Nomor 4502);

i
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahczm Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575)
:, L‘ft‘

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah . (Lembaran Negara
Republik Indonesia 'fahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonema \Iomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 ’I‘ahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tarri?b"ahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 I‘g]-mn 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan St@pdar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indohé‘s’{fﬁ Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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197 Peraturan Pemerintah Nomor

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
25, Tambahan

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4.8 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan! (LembararéNegara Republik Indonesia
TanibBghan Lembaran Negara

gk

Tahun 2008 Nomori 91,
Repubhk Indonesia Nomor 4864)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tamlbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165); ~

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106 Tam%)ahan Lembaran Negara

i
Republik Indonesia Nomor 6057)

1
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

I . b
Pengelolaan Keuangan Dacrah 1_ (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20I§ Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Noimor 6322);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan - Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir Perajcgran Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentar,\if‘é{i;Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri N‘olggnor‘M Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan" Keuangan. Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Notidor 310);

1 2 I
25. Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

‘k.'

Daerah Tahun 2020; - e il

26. Peraturan Daerah Kabupaten WéJo Nomor 1 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok Pengeldl!:éllétn“ Keuangan  Daerah
Kabupaten Wajo (Lembaran “Daerah  Kabupaten Wajo

¢

Tahun 2008 Nomor 1); 1z

v Gl ds

A
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97.Peraturan Lacfran KaUVEF= Lk oF B
Lembaran Dacrah Kabupaten Wajo
]1

tentang Pajak Hotel i
Tahun 2011 Nomor 14)'

78 Peraturan Daerah Kabupaten WaJO Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 195) sébaga;rnana telah beberapa kali
diubah terakhir telah diubah ;’de'ngan Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 7018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten

Wajo Tahun 2018 Nomor 9); "a-.jc)

29. Peraturan Daerah Kabupatén Wepo’ Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburdfn sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupater W’a;r» Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturé,ln_ Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 3 Tahun 2011 tentang:Pajak Hiburan (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten W'egjo Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaré'h;f “Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 17), ‘ pike

Wt
f,.. 5

31. Peraturan Daerah Kabupaten WaJo Nomor 5 Tahun 2011

tentang Pajak Penerangan J lan (Lcmbaran Daerah

Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomxo‘i3 [18)

n"HJ k.

32. Peraturan Daerah Kabupaten WaJo Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 19);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 20);

34. Peraturan Daerah Kabupaten WaJo Nomor 8 Tahun 2011
1(.;)\)

tentang Pajak Sarang Burung {Walef (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 2 1;

L"I

35. Peraturan Daerah Kabupaten WaJo Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Bea Perolehan I—Iak' Atas Tanah dan Bangunan

5}«

(Lembaran Daerah Kabupaten Wa_]o Tahun 2011 Nomor 22);
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omor 15 Tahun 2011

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo N

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011, Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2011
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah

Kabupaten Wajo Tahun 2011 N omor-.“2'9);.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan - Persampahan Kebersihan

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 32); ;

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Khusus Parklr (Lembaran Daerah

Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 33j

Peraturan Daerah Kabupaten W go Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujlan Kendaraan Bermotor (Lembaran

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Wa_]o Nomor 23 Tahun 2011
tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 36)

Peraturan Daerah Kabupaten WaJo Nomor 24 Tahun 2011
A ]

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011

| oy

tentang Retribusi Pelayanan Pasai‘ (Lembaran Daerah

o 1

Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42)

Peraturan Daerah Kabupaten WaJo Nomor 30 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahqq. 2016 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerahf?j‘l'\{éibubaten Wajo Nomor 30
Tahun 2011 tentang Retribusi P,emakalan Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Waj_’Q‘j‘fI‘ahjixn 2016 Nomor 1);

5 PaL 1
‘\ P} 6 b‘
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

-‘:L( \
(A

Peraturan Daerah Kabupaten WaJo Nomor 31 Tahun 2011

tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 44);

peraturan Daerah Kabupaten Wajo Noror 20 Tahun 2012

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo, Tahun 2012 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Sﬁéﬁnan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wa_]O Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62)
sebagaimana telah dlrubah dengan Peraturan daerah
Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 20 19 tentang Perubahan Atas
OPeraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo'Tahun 20 19 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten W%jo"'l‘\i’omor 10 Tahun 2017
tentang Retribusi Perizinan Téfténtu (Lembaran Daerah

Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nom'b'"‘l‘110)

Peraturan Daerah Kabupaten WaJo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah
2019-2024 (Lembaran Daerah Kjabupaten Wajo Tahun 2019
Nomor 6); | :‘ l
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah daerah pada Perusa}haan Daerah Air Minum

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo %Fahtun 2019 Nomor 11);
' i Lo
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturarix Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada Perseroan Terbatas,.rBank Sulselbar (Lembaran

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 12).

PRI
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—riisdll Fersetyjuan bersama - ot
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KKBUPATEN WAJO
dan i
BUPATI WAJO

. Ay
MEMUTUSKAN :

A 3
Menetapkan : PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2020,

Pasal 1

i 4 i
Anggaran Pendapatan dan Belanja ,.Daerah -;’/gﬂah.un Anggaran 2020
sebagai berikut : ] e
1. Pendapatan Daerah Rp 1-;'5'74.565.783.'950,00

2. Belanja Daerah Rp.*'1.574.565.783.950,00(-)

Surplus/ (Defisit) R‘p E 0,00
3. Pembiayaan Daerah | ' l Co
a. Penerimaan Rp. 6.500.000,000,00 ©
b. Pengeluaran Rp. 6.500.000.000,00(-)
Pembiayaan Netto Rp. 0)(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ‘' Rp.: 0,-
Tahun Berkenaan
L.
Pasal2 . ¢

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud-dal 3Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah'Rp. 144.509:477.630,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.149.306.729.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 280.749.577.320,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ;pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan : |

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 36.353.402.616,00,

b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 13.103.600.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp. 16.796.204.231,00 . 2 -
d. Lain-lain pendapatan asli - daerah ©,Yaps sah sejumla
Rp. 78.256.270.783,00 X

h‘»'\" .

8
\ .
b
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(3 Dana Perimbangan sebagaimang

AT dimaksud ada‘ayat ( —
Jenis pPendapatan : 1 P :ayela.t (1) huruf b terdiri darg

a. Dana bagi hasil sejumlah

Rp. 50.825,
b. Dana alokas;j umum sejum|lah, :413.000,00

Rp. ' 758.540.68
¢. Dana alokag; khusus sejumiap 909,00

" Rp. 339.940.628.000,00

Laintas
ain-lain Pendapatan daeral yang sah seba

huruf ¢ terdiri darj jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah

Rp. "-’-57.993.900.320 00
b. Dana Bagi Hasi] Pajak sejumlah Rp. 59.167.500 000,00
Cc. Da i | | . |
na Penyesuaian dan Otonomi . + khusuys sejumlah
Rp. 160.276.177.000,00
d. Bantuan keuangan darj provinsi atau darj pemerintah daerah lainnya
sejumlah

Rp. 3.312.000.000,00

Pasal 3 * .. gu
(1) Belanja Daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. ‘8"_35.435.835.960,27

Rp. 719.129.947.989,73

ti A o

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

b. Belanja Langsung sejumlah

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.  621.267.600.749,17
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
c. Belanja hibah sejumlah Rp.  19.937.782.380,00
d. Belanja bantuan sosial sejumlah . Rp. ) ‘ 2.920.000.000.00
e. Belanja bagi hasil ' Rp. ‘ ) 5.042.713.791,10
f. Belanja bantuan keuangan sejumia_h Rp. all %()_4.630.830.860,00
g. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. & - 1.636.899.180,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) huruf b terdiri dari
e

jenis belanja :

.672.687.000,00

. Belanja pegawai sejumlah Rp. 42 218 s 520 63
‘2 barang dan jasa sejumlah Rp. et

b. Belanja Rp. 400.039.202.469,10

c. Belanja modal sejumlah

.
! . 3 el
' I B
i ‘y
£
[ L D
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. *  6.500.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. - 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada éyat (1) Fhﬁruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp. 6.500.000.000,00
b. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 00

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

€. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejymlah Rp. O,-

f.  Penerimaan piutang daerah sejumlah  Rp. 0;-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'huruf; b terdiri dari jenis

pembiayaan : _ 1) »‘
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,-
b. Penyertaan  modal (investasi) pemerintah = daerah

Rp.6.500.000.000,00

sejumlah

. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah - Rp. 15, 0,00

¢. Pembayaran Utang kepada pihak ke tiga Rp. ’ 0,00
Pasal 5 wnale 2,

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dain Bé"l‘énja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam La'mpir%{ﬁ yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Bélarija dan Pembiayaan;

4, Lampiran IV Rekapitulasi !Belanjr;l menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Progtam dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja. Dagrah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemgrintah Daerah dan Fungsi
dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara,;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

\
)

ol
\J.\ ‘ :
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8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan' dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

e X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lainnya; ' CRCITRS
. | 1 v } E " A

11. Lampiran X] Daftar kegiatan-kegidtan tahun anggaran

sebelumnya  yang b’eltllm diselesaikan  dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12, Lampiran XII

Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6 il

Wajo menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landaSEiﬁ'ierrasional pelaksanaan
APBD., r C g

Bupati

i
Pasal 7 ‘
Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal 2 Jahuari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaﬁ} peﬁgundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetépkan di Sengkang
pada tanggal 26 Desember 2019

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 26 Desember 2019

RAH KABUPATEN WAJO

BARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 13
TEL AKX DITELTI

Nomor Register Peraturan Daerahbd{ampmntmajmﬁﬁwm‘si Sulawesi Selatan
SETDA KABUPATEN WAJO ‘
B. HK.HAM 13.242.19 TANGGAL ... ...

PLY. JKUM OANHAR .

11
MUHAMMAD 1L¥a$ 5. STPM §

NIP 19810726 2000121 004

- o= HdLallyg Qaclall,
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Nomeor : 13 TAHUN 2019
- Tanggal : 26 Desember 2019
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN ' 1.574.565.783.950,00
1.1 * |- PENDAPATAN ASLI DAERAH !' RO .o s
1.1.1 Pendapatan Pafak Daerah 36.353.402.616,00
1.1.2 Hasll Retribusi Daerah g 13.103.600.000,00
1.1.3 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diplsahkan . 16.796.204.231,00
1.1.4 Lzin-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah S AT I 78.256.270.783,00
1.2 DANA PERIMBANGAN | .. 1.149306.729.000,00
1.2.1 Bagl Hasll Pajak/Bagl Hasll Bukan Pajak 50.825.413.000,00
1.2.2 Dana Alokas! Umum . 758.540.688.000,00
1.2.3 Dania Alkasi Knsus . e 339940.628.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lo T 280.749.577.320,00
1.3.1 Pendapatan Hibah ' -2 57,993.900.320,00
1.3.3 Dana Bag| Hasll Pajak darl Provinsl dan Pemerintzh Daerah Lainmfh._. . . . 59.167.500.000,00
1.3.4 Dana Penyesualan dan Otonom! Khusus : - 160.276.177.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provins] atau Pemerintah Daerah Lalnnya _ 3.312.000.000,00
2 BELANJA I 1.574,565.783.950,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG . | ...835:435.835.960,27
2.1.1 Belanja Pegawali ‘ 621.267.609.749,17
2.1.4 Belanja Hibah 19.937.782.380,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.920.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.042,713.791,10
2,1.7 Belanfa Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 204.630.830.860,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga PRI
2.2 BELANJA LANGSUNG
2.2.1 Belanja Pegawal e 43.672.687.000,00
2,2.2 Belanja Barang dan Jasa , . 275.418.058.520,63
2.2.3 Belanja Modal ' v ' 400.039.202.469,10
: _ sua{éws / (DEFISIT) 0,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH H
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH I 6500000000,00
3.1.1 Slsa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - - _6_.500:9_(_19‘._000,0(}
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN T e 6500000000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah Daerzh 6.500.000.000,00
' PEMBIAYAAN NETTO 0,00
i * "11'1 l‘.-.c:-T
| . N (IR
i SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA.!j.UN BERKENAAN 0,00
j % % ; '.‘l:;;;:-::‘;::i\
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